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PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 15/PRT/M/2019 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN 

PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 20/PRT/M/2016 TENTANG ORGANISASI DAN 

TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 

DAN PERUMAHAN RAKYAT 

   

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk penajaman dan penguatan tugas dan 

fungsi unit pelaksana teknis di Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat, perlu dilakukan 

penyesuaian tugas fungsi serta organisasi dan tata kerja 

unit pelaksana teknis di Kementerian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat; 
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Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 Tentang 

Kementerian  Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 Tentang 

Kementerian  Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 249); 

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 Tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 817) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 96);  
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  

PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN 

PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 20/PRT/M/2016 TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS 

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN 

RAKYAT. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita 

Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 817) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

05/PRT/M/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 107) diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 47 

(1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas 

melakukan urusan administrasi kepegawaian, 

organisasi tatalaksana, pelaksanaan pembinaan 

pegawai, pelaksanaan komunikasi publik dan 

hukum, pengaduan masyarakat  serta pelaksanaan 

fasilitasi kegiatan reformasi birokrasi di Balai. 

(2) Subbagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas 

melakukan penyiapan penyusunan rencana dan 

pengelolaan urusan kas dan perbendaharaan, 
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administrasi dan akuntansi keuangan, administrasi 

dan fasilitasi penyelesaian laporan hasil 

pemeriksaan, koordinasi sistem pengendalian intern 

pemerintah di Balai, pelaksanaan pemungutan, 

penerimaan dan penggunaan biaya jasa pengelolaan 

sumber daya air, urusan tata usaha, kearsipan dan 

rumah tangga. 

(3) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara 

mempunyai tugas melakukan penatausahaan, 

pengelolaan, administrasi dan akuntansi barang 

milik negara, pengamanan fisik barang milik negara, 

pengelolaan kekayaan negara lainnya, serta 

koordinasi kegiatan terkait pengadaan lahan. 

 

2. Ketentuan huruf p Pasal 64 dihapus sehingga Pasal 64 

berbunyi sebagai berikut:  

 

Pasal 64 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 63, Balai  Wilayah Sungai menyelenggarakan 

fungsi: 

a. penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan 

rencana  pengelolaan sumber daya air pada wilayah 

sungai; 

b. penyusunan program pengelolaan sumber daya air 

dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air 

pada wilayah sungai;  

c. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan atau 

penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan 

rencana pengelolaan sumber daya air;  

d. penyusunan studi kelayakan dan perencanaan 

teknis, desain, dan pengembangan sumber daya air;  

e. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta 

penetapan pemenang selaku unit layanan 

pengadaan; 

f. pelaksanaan penerapan sistem pengendalian intern 

pemerintah dan sistem manajemen keselamatan dan 

www.peraturan.go.id



2019, No. 1241 
-5- 

kesehatan kerja; 

g. pengelolaan sumber daya air yang meliputi 

konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber 

daya air, dan pengendalian daya rusak air pada 

wilayah sungai;  

h. pengelolaan drainase utama perkotaan;  

i. pengelolaan sistem hidrologi; 

j. pengelolaan sistem informasi sumber daya air; 

k. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya 

air pada wilayah sungai; 

l. pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan sumber 

daya air yang menjadi kewenangan provinsi dan 

kabupaten/kota; 

m. penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis 

dalam pemberian izin penggunaan sumber daya air 

dan izin pengusahaan sumber daya air pada wilayah 

sungai; 

n. pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan 

sumber daya air;  

o. fasilitasi kegiatan tim koordinasi pengelolaan 

sumber daya air pada wilayah sungai;  

p. dihapus; 

q. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi 

keuangan dan akuntansi barang milik negara selaku 

unit akuntansi wilayah;  

r. pelaksanaan pemungutan, penerimaan dan 

penggunaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;  

s. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga 

balai serta komunikasi publik;  

t. penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja 

Balai; dan  

u. menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan 

penggunaan sumber daya air  dan penyidikan tindak 

pidana bidang sumber daya air. 
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